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Abstract: The state of law as a translation of the word rechtsstaatsin terminology has a meaning parailel to
the word Rule o1 Law, which guarantees Supremacy of Law or Supervisor Law, in countries in ti.e world in
general human rights are guaranteed by the Constitution or the Basic Law which is the source of the rights
human rights, the same in the country of Indanesia as a State of Law. The provision that Indonesia is a Legal
State is inseparable from the Preamble to the 1945 Constitution as the ideal of a state of law becoming a
national ideal implernented in Article 1 Parag-aph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia (third
amendment). As the Indonesian national ideals that embrace the state of welfare law or a material law state
that refers to Fancasila as the basic and the source of the low that is in the fifth principle of Pancasila which
obliges the state to guarantre the realization of sodial justice for all Indonesian people. It is very clearly
mandated in the second paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution in the presence of words of
justice and prosperity, thea the third and fourth paragraph there is a word of God’s grace and Belief in God
Almighty, related to religion and vnderstood and understood as the needs of the people, both physical and
spiritual. To create all it needs a law that is responsive through criminal policy (Criminal Policy).

Keywords: State Law, Pancasila, Constitution and Criminal Policy

Abstrak: Negara hukum sebagai terjemahan daxi kata rechisstaat secara terreinologi mempunyai pengertian
yang sejajar dengan kata Rule of Law, yang menjamin Supremacy of Law atau Suprermasi Hukum, di
negara-negara di dunia pada umumnya hak asasi dijamin dengan UUD atau Hukum Dasar yang merupakan
sumber dari hak-hak asasi manusia, hal yang sama di negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Ketentuan
bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tidak terlepas dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara
hukum yang menjadi cita nasional yang diimplimentasikan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD negara Republik
Indonesia (amandemen ketiga). Sebagaimanacita-cita nasional Indonesia yang menganut negara hukum
kesejahteraan atau negara hukum materiil yang mengacu pada Pancasila sebagai dasar pokok dan
sumber hukum yakni pada sila ke-5 Pancasila yang mewajibkan negara untuk menjamin terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sangat jelas diamanatkan dalam Alinea Kedua
Pembukaan UUD 1945 dengan adanya kata-kata adil dan makmur, kemudian alinea ketiga dan keempaf
ada kata rahmat Allah dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berhubungan dengan agama dan mm
serta dipahami sebagai kebutuhan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Untuk menciptakan semua itu
Perlu hukum yang responsip melalui kebijakan kriminal (Criminal Policy).
Kata kunci: Negara Hukum, Pancasila, Konstitusi dan Kebijakan kriminal
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Pendahuluan
Istilah dan pengertian negara hukum, istilah
rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai negara
hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer
di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang
hal itu telah lama ada.' Cita negara hukum itu
untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato
dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh
Aristoteles.? Menurut Aristoteles, yang memerintah
dalam suatu negara bukanlah manusia, melain-
kan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang
menentukan baik atau buruknya suatu hukun.
Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah
negara yang diperintah dengan konstitusi dan
berkedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan.?
Aritoteles juga mengemukakan tiga unsvr dari
pemerintahan berkonsitusi:

Pertama, pemerintah dilak;anakan untuk
kepentinganumum. Kedua, pemerintahan di-
laksanakan menurut hukum yang be-dasarkan
ketentuan-ketentuan um.m, bukan hukum vang
dibuat secara sewenang-wenang yang menge-
sampingkan korvensi dan konstitusi. Ketiga,
pemerintah berkonstitusi yang dilaksanakan atas
kehendak rakyat.*

Pemikiran Aristotzles tersebut diakui merupakan
cita negara hukum yang dikenal sampai sekarang.
Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan
dipraktikkan oleh semua negara yang meng-
ideniifikasikan diri sebagai negara hukuia.

Konsep negara hukum rechtsstaat di Eropa
Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat
liberal yang individualistic. Ciri individualistic itu
sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum
menurut konsep Eropa Kontinental, konsep
rechtsstaat menurut Philipus M. Hadjon lahir dari
suatu perjuangan menentang absolutism, sehingga

! Philip M. Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan
Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun
Sri Soemantri Martosoewignyo, Penerbit: Media Pratara, Jakarta,
1996, h. 72.

# Ni'matul Huda, Negara Hukum dan Demokrasi dan Judicial
Review, Penerbit: UTI Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

* George Sabini, A History Of Political Theory, Penerbit: George G.
Harrap & COltd, London, 1995, h 92: Juga Dahian Thaib, Kedauiatan
Rakyat, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,Penerbit: Kencana,
Jakarta, 2005, h. 22.

4 Ibid

sifatmya revolusioner-

Menurut A V.Diceyyang merupakan pemikiy
negara hukum abad ke 19 yang berasal dari negarg
Inggris mengemukakan bahwa ada tiga ciri utamy
negara hukum dengan pemikiranmengenai rule of
law sebagai berikut:®
1. Supremacy of Law atau Supremasi Hukum

Supremasi hukum di Inggris tidak bisa ditawar.
tawar dan diperjuangkan lebih awal jika
dibandingkan dengan negara-negara barat
lainnya. Negara Inggris diatur oleh hukum,
sehingga seseorang hanya mungkin dihukum
karena melanggar hukum bukan karena hal-hal
lain Hak Kebebasan >eorang warga terjamin
oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh
dipenjaraken atau ditahan tanpa adanya dasar
hukum atau hukum yang dilanggar.

2. Equality Before The Law
Serr.ua warga negara baik selaku pribadi maupun
pejabat 1iegara tunduk pada huxum yang sama
dan diadili ke pengadilan yang sama. Negara
Inggris tidak mengenal adanya pengadilan
khusus tetapi pejabat negara seperti dalam cistem
hukum Eropa Kontinental berupa Pengadilan
Administrasi.

3. Costitution Based on Individual Right
Konstitusi negara Inggris tidak dciciptakan
sekaligus seperti konstitusi banyak negara lain,
merupakan generalisasi keputusan keputusan
yang dibuat oleh hakim-hakim Inggris dan
undang-undang yang dibuat Khusus untuk
melindungi hak-hak asasi dan kalau di negara-
negara barat lainnya hak asasi dijamin dengar
UUD atau Hukum Dasar yang merupakan surnber
dari hak-hak asasi manusia sedangkan kalau
di negara Inggris hak-hak asasi dan kebebasal
dijamin dengan hukurn-hukum biasa, kebiasaan
Ketatanegaraan ataupun dengan keputusan
hakim.

5 philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagl Rakyat &
Indonesia, Penerbit: Bina Tlmu, Surabaya, 1987, h. 72- tusi

*Deddy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Dalam Ko=)
Madinah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara, Disertasi, PPS U"P>
Bandung, 2003, h. 39-42.



Ciri-ciri rechtstaat tersebut juga melekat pada
negara Indonesia sebagai Negara Hukum, dapat
dilihat:

“Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara

Hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan
UUD 1945 sebagai cita negara hukurz, kemudian
ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan
UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea
I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata
perikeadilan; dalam 2'inea II terdapat kata adil;
dalam alinea I tedapat kata Indonesia, dalam
alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata
kemanusiaan yang adil. Sermua istilah tersebut
merujuk pada pengertian Negara hukumn, karena
salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk
mencapa: keadilan®?

Pengertian Yeadilan yarz dimaksud dalam
konsep negara hukum Indonesia adalah bukan
hanya sekedar keadilan hukum (legal justice),
tetapi juga keadilan susial (social justice).Ada
kecendrungan interpretasi yang mengarah pada
konsep rule of luw.

Kebijakan Kciminal (Griminal Policy)

Pengertian kebijakan kriminal atau politik
kriminal (criminal policy) merupakan usaha
rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat
untuk menanggulangi kejahatan.® Dimana difenisi
ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan
sebagai “the rational orgunization of the control of
crime by society”.?

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan
bahwa “criminal policy is the rational organization
of the social reactions to crime”.*° Selanjutnya juga
G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa
definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:
1. Criminal Policy is the science of response (ke-

bijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi

7pahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi,
Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1999, h 25. ;

s Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit: Alumni,Bandung,
1981, h. 38. . .

s Barda Nawawi Arief, Bunga Rampal Kebijakan Hukum
Pidana, Penerbit: PLT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, h. 2. .

10 G, peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology(An Inversion
of the Concept of Crime), Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969,

h. 57.
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dalam menghadapi kejahatan).

2. Criminal policy is the science of prevention
(kebijakan kriminal adalah ilmu untuk me-
nanggulangi kejahatan).

3. Criminal policy is a the science of designating
human behavior as crime (Kebijakan kriminal
adalah kebijakan untuk merancang tingkah
laku manusia sebagai kejahatan).

4. Criminal policy is a rational total of response to
crime (kebijakan kriminal adalah satu reaksi
terhadap kejahatan yang rasional).™
Politik kriminal pada hakekatnya merupakan

bagian integral dari uapaya perlindungan

masyarakat (social defence) dan upaya mencapai

Kkesejahtera~n masyarakat (social welfare), oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau

tujuan utamz dari politik krimunal atau kebijakan
kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk
mencapai Kkesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian dapailah dikatakan, bahwa politik kriminal
pada hakekatnya juga merunakan bagian integral
dari politik sesial

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik
kriminal dapat Jijabarkan dalam berbagai bentuk,
antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law
application).

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without
punisiiment);dan

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat me-
ngenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass
media (influencing views of society on crime
andpunishment).?

Dengan demikian politik kriminal disamping
dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non
penal/criminal law application, dapat pula melalui
sarana non penal/preventionwithout punishment.
Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief
mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan
dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan
dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk

1 Ibid, h. 57-59.
n Barda Nawawi Arief, Rapai iji ukum
_ da | Bunga Kebijakan
Pidana, Penerbit: Citra Aditya Baki, Bandung, 2002, b, 45-4(?
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mengefektifkan dan mengembangkan “extra legal
systemt” atau “informal and traditional systemn” yang
ada dala.n masyarakat' nenulis berpendapat bahwa
pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat
kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarand
hukum pidana (penal} dalam penanggulangan
kejahatan yang akan dibahas secara knusus dalam
tulisan ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal
dengan mengggunakan sarana penal (hukum
pidana) ialah masalah penentuan:'*

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak
pidana, dan;

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau di-
kenakan tepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentra
ini ddak dapat dilepaskan dari konsepsi integral
antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial
atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti
pemecahan masalah-n.asalah tersebut harus
pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu deri kebijakan sosial politik yang telah
ditetapxan dengan menggunakan pendekatan
yang perorientasi pada kebijakan (policy oriented
appoarch). Pendekatan kebijakan yang integral ini
tidak hanya dalambidang hukum pidana, tetapi
juga pada pembangunan hukum pada umumnya.'®

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
sosial terlihat pula dalam symposium Peinbaharuan
Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di
Semarang. Dalarmn salah satu laporannya dinyatakan
antara lain sebagai berikut:

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisas® atas

suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik

kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yzitu
sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan
dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku
dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap
patut atau tidak patut dihukum dalam rangka
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

13 Jbid, h. 57.

H jbid, h. 29.

15 mld_

16 Laporan Symposium Permbaharuan

«nan Ai Comarang

Hukum Pidana Nasional,

Untuk menetapkar suatu perbuatan seh
n

|, Apakah perbustan itu ek GiUEEEEIEE
' oleh masyarakat karend raerugikan, at3n
merugikan, mendatangkan korban atau
mendatangkan korban. i
Apakah biaya mengkrimin_iillii‘*a.si S' N
dengan hasilnya yang akan dicapal, arti
pembuatan undang-undang, pengawa
penegakan hukum, serta behar
oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri|
seimbang dengan situasi tertib hukum
akan dicapal. "
3. Apakah akan makin menambah beban
pencgakhumnnymgﬁdaksekrbarngamu y
nyata tidak dapat diemban oleh Famamp
yang dimilikinya.
Apakah perbuatan itu menghambat atau
halangi cita-cita bangsa, schingga merupaka
bahaya bagi kezeluruhan masyarakat.
Pendekatan kebijakan tersebu’ diatas j
me-upakan perdekatan yang rasional ka
karakieristik dari suatu politik kriminal
rasional tidak lain daripada penerapan met

>
b

rasional merupakan pengejawantawan dar
nilai yang senantiasa berlaku dan atau ber
di masyarakat sehingga produk dari k
tersebut mampu menggambarkan
masyarakatnya. -
Dalam Pembukaan UUD 1945 pada ‘
memniliki rumusan dasar mengenai
sosial (social policy) yang terdiri da
untuk mensejahterakan masyar.;kat (:
policy) dankebijakan perlindungan
(soctal defence policy), sehingga dal
lindungi masyarakat dan menangsul:
P
enal d isti < o
ol eNgan istilah kebjjakan




perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan,
dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan
kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal
jtu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum
pidana) yaitu penerapan hukum pidana (criminal
law application) dn kebijakan non penal (bukan
hukum pidana).

Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan
kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:'®
1. Penerapan hukum pidana (criminal law

application);

2. Pencegahun tanpa pidana (prevention without
punishment);

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang
kejahatan dan Pemidanaan melalui media
masa (influencing views of society on crimeand
punishment / mass media.

Dengan demikian, upaya penanggulangan
kejahatan secara garis besardapat dibagi menjadi
dua kebijakcn kriminal yaitu lewat jalur penal
(hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan
/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P.
Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir
(2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya
nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana
ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan
suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan
hukum pidana (penal policy/ criminal lawpolicy/
strafrechuspoliitiek), arting2 hukum pidana di-
fungsikan sebagai saranpengendali sosial yaitu
sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan
sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian
dapat diharazpkan norma-norma dalam kebijakan
sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki
dalarmn hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum
pidana merupakan kegiatan yang didahulu dengan
penentuan tindak pidana (kriminalisasi).Menurut

Sudarto,” bahwa secara kasar dapat dibedakan
bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur
penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive

113
g Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan, . Op.Cit, h. 40.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum,. -.0p.Cit, h. 118.
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(penindasan/ pemberantasan/ penumpasan)

sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non

penal lebih menitikberatkaAn pada sifat preventif
(pencagahan/ penangkalan/ pengendalian)
sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat
dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif
pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai
tindakan preventif dalam arti luas”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan
lewat jalur non penal levih bersifat tindakan pen-
cegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif
penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu
antara laii. kondisi-kondisi sosial yang secara
langsung atau tidaklangsung dapat menumbulkan
atau menumbuh suburkan kejahatan.®

Beibagai bentuk reaksi atau respon sosial di-
lakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan
menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi
kejahatan mengejawantah dalar berbagai hentuk
yaitu:

“Bentuk pertama adalah bersifat represif yang

menggunakan sarana penal yang sering disebut

sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice

system). Yang keduz usaha-usaha tanpa meng-

gunakan penal (prevention without punishment)

dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-
usaha pembentukan opini masyarakat tentang
kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass
media secara luas. (pi evertion without punisivnen:)
yang disebut Muladi sebagai kehijakan kriminal
non sistem peradilanpidana dapat dibeda-
kan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu
primaryprevention, secondary prevention, dan
tertiarty prevention”.*

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro=
menyebutkan bahwa:

“Umumnya dikatakan bahwa ke]adlan B?n" -
nanggulangan masalah kejahatan di ra:
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(informal socialcontro]) adalah melalui lingkungan
keluarga, lingkungan kepemukiman (RT danRW),
sekolah, lembaga keagarr.aan dan sebagainya dan
yang formal (formals.cial control) adalah melalui
sistem peradilan pidana (criminal justice system)”.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial
dengan menggunakan sarana hukum termasuk
hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan
hukum. disamping itu, karena tujuannya adalah
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada
umumnya,maka kebijakan penegakan hukum
itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda
Nawawi Arief pada intinya adalah penggunakan
upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai
salah satuupaya untuk mengatasi masalah sosial.?
Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik
hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi
dan lain-lain.

Mengenai hubungan antara kebijakan sosial,
kebijakan peregakan hukum dan kebijakan kriminal
bahwa upaya rasional untuk menanggulangi
kejahatan dari masyarckat pada hakekatnya
merupakan bagian dari kebijakan penegakan
hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum
pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain)
karena tujuannya adalzh perlindungan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, raaka
kebijakan penegakan hukum itupun termasuk
dolam bid2ng kebijukan sosial. dengan demikian
kehijakan sosial, kehijakan penegakan hukum dan
kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang
sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai
kesejahteraan sosial. oleh karena itu, kebijakan
sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan
kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.

Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal PoliZy)

Marc Ancel menyatakan bahwa modern
crimkinal science terdiri dari tiga komponen yaitu
“Criminology”, “Criminal Law” dan “penal policy”
dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana
atau penal policy” adalah ilmu sekaligus seni yang

# Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai
Hukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, h. 9.

mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan
undang-undang, menerapkan Ufldang—undang dan
melaksanakan putusan pengadilan.*

Jadi kebijakan hukum pidana (penal policy)
pukanlah sekedar teknik perundang-undangan
secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik
saja namun lebih dari itu harus dlakuk-an dfmgan
berbagai penrdekatan yuridis, sosiologis, historis
atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk
kriminology-

Menurut G.P Hoepnagels.® “Criminology is
primarily a science of others than offenders. In this
sense I invert criminology. The history of criminology
is not so much a history of offenders, as a history
of the reactions of those in power™. Jadi pidana
itu rnerupakan suatu bertuk reaksi 2rau respon
terhadap suatu kejahatan.

1. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan Hukum
Pidana

Dalar: buku Barda Mawawi Arief vang berjudul
Bunga Rampai Kebijakan Huium Pidana, bahwa:
“Kebijakan hukum pidana merupakan ter-
jemahan langsung dari istilah penal policy,
namrn adakalanya istilah penal policy ini
diterjemahkan puladengan politik huxum pidana.
Istilah penal policy ini ILempunyai pengertian
yangsamadenganisﬁlahaimi;mllmvpolicydan
strafrechtspolitiek sehinggx kedua istilah ini juga
diteriemahkan dengan poiitik hukuam pidana
atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari
penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan
diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris
atau Politiek dalam bahasa Belanda”.2s
Dengan demikian, maka istilah kebijakan
hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah
politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang
rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan
menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian
kebijakan hukur pidana atau politik hukum pidana
dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik
kriminal.

® Barda Nawawi Aief, Bunga Rampai Kebijakan_, Op.Cit, h.23.
5 Jbid, h. 24
* Jbid, h 26.




Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal
atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan
hukum pi:dana yang identik dengan pengertian
kebijakan penanggulangan kejahatan melalui
hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk
mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat
ini maupun yang akan datang seria kebijakan
negara melalui badan yang berwenang untuk
merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan
yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat
digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa
yang dicita-citakan. dengan kata lain, tujuan yang
hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana
adalah peraturan perundang-undangan pidana
yang baik.

Perlu diketahui bahwa banyak caia maupun
usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara
(pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan,
diantaranyamelalui suatu kebijakan hukum pidana
atau politkk hukum pidana menurut Sudarto,”
pengertian kebj;akan atzu politik hukum pidana
adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan
yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi
pada saat itu;

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan
yang berwenang untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang dikenendaki yang diperkirakan
bisa digunakan untuk mengekspresikan apa
yang terkandung dalam masyarakat dana untuk
mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (penal
policy/ criminal law policy (strafrechipolitiek) dapat
didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan
keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa
yang akan datang. Kata sesual dalam pengertian

tersebut mengandung makna baik arti memenuhi
syarat keadilan dan dayaguna®.2

¥ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum,....,
Op.Cit, h. 24.

* Aloysius Wisquhrolu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Pﬁ’"ﬂ"&gufnngan Penyalagunaan Komputer, Penerbit: Universitas
Atmajaya, Yogyakarta, 1999h. 11.

Kebijakan Kriminal (Griminal Policy) dalam Negara Hukumwndenn:e:ilaf l

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau
politk hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan
hukum pidana berarti pengadaan pemilihan
untuk mencapai hasil perundangan pidana yang
paling baik dalam memenuhi syarateadilan dan
daya guna.” Dengan kata lain, bahwa tujuan yang
hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana
adalah pembuatan peraturan perundang-undangan
pidana yang baik. Disamping untuk membuat dan
merumuskan peraturan perundang-uncangan
pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga
bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya
kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada
pengadilan yang menerapkan :ndang-undang dan
juga kepada para penyelenggara atau pelaksana
putusan pengadilan.

Dari definisi tersebut di atas, sekilas nampak
bahwa kebijakan hukura pidana identik dengan
pembaharuan perundangundangan hukum pidana
namun sebenarny~ pengertian kebijakan hukum
pidana tidak sama dengan permbaruan perundang-
undangan hulkum pidana dalam arti sempi:. Hal
ini dapat dijelaskansebagai berikut:-*

“Hukum pidana sebagai suatu sistemn hukum
yang terdiri dari budaya (culture), <truktur
dar. substansi hukum. dengan demikian
pembaharuan nukum pidana tidak sekedar
memperbaharui perundang-undangan hukum
pidana saja namun juga memperbaharui
sektor-sektor lain seperd ilmu hukur: picana
dan ide-ide hukum pidana meialui proses dan
pemikiran Akademik>,

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat
dikuitakan dengan tindakan-tindakan sebagai
berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menang-
gulangi kejahatan dengan hukum pidana;

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar
sesuai dengan kondisi masyarakat;

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk me-
ngatur masyarakat dengan hukum pidana; dan

* Sudarto, Hukum dan Hukum,.._..Op.Cit, h. 161.

* Aloysius Wisnubroto,Kebijakan Hukum,—.. , Loc.Cit.

¥ A. Mulder, Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent, Mei 1980,
h. 333. Dikutip dari Barda Nawawi Arief,....,Ibid, h. 23-24.
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4. Bagaimana mengunakan hukum pidana untuk
mengatur masyarakat dalam rangka mencapai
tujuan yang lebih besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

kebjjakan hukum pidana merupakan bagian dari
politik kriminal, kebijakan sanksi/ hukuman,
kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana,
adanya penegakan hukum dan administrasi
kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan
upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan
Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial
dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak
terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji,
merencanakan dan membuat produk-produk
peraturan perundang-undangan rmelaiai proses
penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum
yang yang diterima oleh masyaraka.. Peraturan
perundang-undangan yang berlaku mempunyai
fungsi yaitufungsi Taengekspresikan nilai-nilai dan
fungsi instrumen.»

Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaik-
nya kebijakan bukum pidana dapat diimplemen-
tasikan melalui beberapa tahapan operasinanal/
fungsionaliasi hukum pidana yang terdiri dari:®
a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/

penyusuian hukum pidana;

b. Kebijakan aplikatif/ yudikatif, yaitu panerapan
hukum pidana;

c. Kebijakan administrasi/ eksekutif, yaitu tahap

pelaksanaar hukum pidana.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana
merupakan proses penegakan hukum pidana
secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan
tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata
rantal yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/
operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan
fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial
(Social Policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial
dan perlindungan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, kesalahan/ kelemahan dalam

= Muladi, Kapita Selekta Hulaun Sistem Peradilan Pidana, Penerbit:

Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, h. 13. :
= Barda Nawawi Arief, Masalizh Penegakan Hukum,... ,Op.a.t. h

75. Dapat juga dilihat pada Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan

Pidana, Penerbit: Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995.

merumuskan kebijakan hukum pidana maka
sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif
dalam melakukan/ menerapkan hukum pidana.
Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga
akan membahas mengenai bagaimana peran dari
penegak hukum yang tidak kalah penting dalam
upaya pencegahan uan penanggulangan kejahatan
yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan
kebijakan formulasi sebagai acuan dalam melaku-
kan penegakan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi
Arief bahwa “kebijakan legislatif merupakan
kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan
hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan
dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya,
yaitu kebijakan yudikatif/ aplikatif dan kebijakan
eksekutif/ administrasi”. Menurut Colin Howard, ia
mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-
undang dalam hukum pidana dan penerapannya
mempunyai peran yang sangat penting karena
dalam hal pemidanaan peran legis'atif yang meliputi
dasar yang tidak hanya mengenai picana yaat tepat
un:uk tiap-tiap pidana tetapi Juga mengenai tipe
pidana yang disediakan untuk kekuasaanekuasaan
pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang
diberikan kepada mereka daiam menetapkan pidana
yang tepat untuk seorang pelanggar tertenty *

Apatila perilaku manusia datau sesuatu itu
dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu
meniangkau, mencegah atau memberantas
kejahatan iiu, maka perlu diambil suatu kebijakanr
hukum pidana (penat policy) oleh pembuat Undang-
undang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan
kebijakan hukum pidana.

Menurut E. Utrecht berpendapat bahwa:* hukum
adalah “himpunan petunjuk hidup, perintah-
perintah dan larangan yang mengatur tata tertib
da'am suatu masyarakat dan seharusnya ditaati
oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh
karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat
menimbulkan tindakan pemerintah atau penguasa
masyarakat itu”.

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,......Op.Cit, h. 61.
= Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Penerbit: Chandra Pratama,
Jakarta, 1996,h. 432.



Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari
tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia
dirangsang untuk bertindax sesuai aturan atau
ukuran atau dikekang untuk tidak bertindak yang
tidak sesuai dengan aturan.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, me-
nunjukan bahwa hukum tidak lain merupakan
perintah rasional yang harus ditaat sehingga dapat
mengikat serta berkewajiban seseorang untuk
bertindak untuk mentaati menurut aturan atau
ukuran tertentu dan bilamana tidak mentaatinya
maka negara menggunakan kewenangan untuk
memberikan sanksi demi tegaknya kepastian
hukum, dan rasa keadilan baik terhadap pelanggar
itu sendiri maupun rasa keadilan yang dirasakan
olen masyarakat lainnya sehingga menimbulkan
kesadaran pada diri manusia dalam bermasyarakat
agar selalu berpedoman pada suatu aturan yang
oleh sebagian masyarakat tersebut citaati.

Selanjutnya mengenai peugertian atau istilah
kebijakan diamhil dari istilah “policy” (Inggris)
atau “politiek” (B=landa). Bertolak dari kedua istilah
asing ini, maka istilah “kebijakan nukum pidana®
dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum
pidana”. Dalam keprstakaan asing istilah “politik
hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai
istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law
policy”, atau “strafrechtpolitiek®.*

Adapun menurut Sudarte, “Politik Hukum”
adalah sebagai berikut:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan
yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi
pada suatu saat.*’

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan
yang berwenang untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan
bisa digunakan untuk mengekspresikan apa
yang terkandung dalam masyarakat dan untuk
mencapai apa yang dicita-citakan.*
Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

~ T
Barda Nawawi Arif, Bunga Rapai Kebijakan ,0p. Cit, h.24.

¥ Soedarto, Hukum dan Hukum Pi Y5 ;
Bandung 1981, i ica Pidana, Penerbit: Alumni,

* Soedart 7
) 0, Hulm Pidana dan Periembang, asyarakat,Penerbi
Sinar Bary, Bandung, 1983, h.20. i ST

.. M i
Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Huhn:lndmesia l

perundang-undangan pidana yang paling baik dalam
arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.®
atau dapat berupa usaha mewujudkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk
masa-masa yang akan datang.

Politik hukum pidana apabila ditinjau sebagai
pagian dari politik hukum mengandung arg,
bagaimana mengusahakan atau membuat dan
merumuskan suatu perrmdang-undangan pidana
yang baik® Pengertian tersebut sejalan dengan
pemikiran Marc Ancel yang mendefinisikan “penal
policy” sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang
bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukuru
positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan
demikian jelas dapat diaidkan bahwa Marc Ancel
mendefinisikan “peraturan hukum positi¥* (the
positive rules) adalah peraturan perundang-undangan
hukum pidana, karena itu menurut Marc Ancel
bahwa istilah “penal policy” adalah sama dengan
istilah “kebijakan atau nolitik hukum pidana”.*

Sedangkan menurut A. Mulder bahwa
=straftrechtpolitiek”’ ialah garis kcbijakan untuk
menentukan:-®
a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang

berlaku perlu di ubah atau diperbaharui;

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah
terjadinya tindak pidana;

c. Cara bagaimana penyidikar, pennntutas,
peradilan dan pelaksanaan pidana harus
dilaksanakan.

Kebijakan sosial mengandung makna sebagai
segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat, di dalam pengertian kebijakan sosial
sekaligus tercakup didalaranya “social welfure policy™
dan “social defence policy”*® Dengan demikian bahwa
ruang lingkup kebijakan hukum pidana berarti
di dalam arti luas dimaknai sebagai kebijakan di
bidang hukum pidana materiel, serta menyangkht
di bidang hukum pidana formal dan di bidang

* Soedarto, Hukumdan Hukum,.....Op. Cit, h. 161.

* Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan....,Op.Cit, h.26.

U [bid.

“ A. Mulder, “Strafrechtpolitiek™ Deliks en Delink, dalam Barda
Nawawi arif, Ibid

¥ Ibid. h. 27
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hukum pelaksanaan pidana.

Dalam “Modern Criminal Science” terdapat tiga
variable yang sangat erat dan saling berhubungan satu
sama lain yaitu, “Criminology”, “Criminal Law” dan
“Penal Policy”. Kebijakan hukum pidana (Penal Policy)
adalah suatu ilmu sekaligusseni yang pada akhirnya
mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan
peraturan hukum positif diramuskan secara lebih
baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya
kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada
pengadilan yang menerapkan undang-undang dan
juga kepada para penyelenggara atau pelaksana

putusan pengadilan, Marc Ancel*! menjelaskan bahwa:
“Di antara studi mengenai faktor-faktor
kriminologis disatu pihak dan studi mengenai
tekknik perundang-undangan di lain pihak,
ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang
mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif
dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para
sarjana dan praktisi, pcra ahli kriminologi dan
sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai
pihak yang saling berlawanan atau saling
berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang
terikat di d=lam tugas bersama, yaitu terutama
untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana
yang realistik, humanis dan berpikiran maju

(progresif) lagi sehat.

Menurut Satjipto Rahardjo,® bahwa sekalipun
hukum hanya dilihat sebagai seperangkat peraturan-
peraturan namun tidak dapat diabaizan adarya
kenyataan berupa hakekat sosial dari tata hukum
itu, dan realisasi dari peraturan-peraturan tersebut
artinya akibat-akibat apa, baik yang dikehendaki
maupun yang tidak dikehendaki dari pembuatan
dan pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut Roeslan Saleh pandangan atau alam
pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum
pidana, adalah keliru dan memandang masih
perlunya pidana dan hukum pidana,adapun inti
alasannya adalah sebagai berikut:

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada
persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai,

« Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan...., Loc. Cit
# Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan,
Penerbit: Alumni, Bandung, 1980,h. 61.

tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh
untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan
pakscan. Persoalan bukan terletak pada hasil
y.ng akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan
antara nilai dari hasil itu annilai dari batas-batas
kebebasan pribadi masing-masing.

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan
yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi
si terhukum; dan di samping itu harus tetap
ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran
norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah
dapat dibiarkan begitu saja.

. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan
semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi
Juga untuk mempengaruhi orang yang tidak
jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati
norm.a-norma masyarakat.*

Pada intinya bahwa pidana dan hukum pidana
harus tetap dipertahankan diihat dari sudut
politik kriminal dan dar? sudut tujuan, fungsi dan
pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Is:ilah
yang digunakan oleli Roeslan Saleh adalah “masih
adanya dazar susila dari hukam pidara®+

Pembatasan pengertian hukum pidana, juga
dikemukakan Simons yang membagi hukum pidana
dalam dua arti, yaitu:

a. Hukum pidana dalam arti obyektif atau strafrecht
in objective zin adalah “hukum yang berdaku atau
yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius
poenale”** Dengan runtasan hukum pidana adalah:

1) Keseluruhan larangan dan perintah yang
oleh negara diancam dengan nestapa yaitu
suatu pidana apabila tidak ditaati;

2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan
Syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;

3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar
untuk penjatuhan dan penerapan pidana.*

* Barda Nawawi Arif, Kebjakan Legisiat) Dalam Peranggulargan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Penerbit: Genta Publishing,
Yogjakarta, 2010, h.20.

47 Roeslan Salen, Mencari Asas-Asas Hukum yang sesuai unfuk
Hukum Pidana Nasional,Kumpulan Bahan Upgrading Pengajar Hukum
Pidana PTN Seluruh Indonesia, Subkonsurium [imu Hukum, Jakarta,
1971, h 14-16.

“ bid, h. 3.

© Spedarto, Hukumn Pidana 1,Penerhbit: Yayasan Sudarto, Semarang,
1990, h. 9.




b. Hukum pidana dalam arti subyektif atau ius
puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit,
yaitu sebagai berikut:*

1) Dalam arti luas, hak negara atau alat-alat
perlengkapan negara untuk mengenakan
atau mengancam pidana terhadap perbuatan
tertentu;

2) Dalarmn arti sempit, hak untuk menuntut
perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan
melaksanakan pidana terhadap orang yang
melakukan perbuatan yang dilarang. Hak
ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Dengan demikian bahwa ius puniendi, merupa-

kan peraturan yang menga*ur hak negara dan alat
pelengkap negara untuk mengacam, menjatuhkan
dan melaksanakan huk. man terhadap seseorang
yang me'anggar larangan dan perintah yang telah
ditetapkan oleh hukum pidana dalam arti obyektif
(poenale), sehingga dalam menenwkan ius punendi
terhadap seorang yang melanggar hukum harus
berdasarkan kepada ius poenale.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
hukum pidanaz merupakaﬁ hukum pidana
positif yang berlaku di dalam suatu negara yang
substansinya berbicara r.engerai hukum pidana
materiel, hukum pidana formil dan hukum pidana
eksekutoriil, sehingga kalau hukum pidana meterie!
tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum
pidana formil atau sebaliknya selanjutnya hukun,
pidana formil tidak ada artinya jika tidak didukung
oleh hukumn pidana eksekutoriil dan pada intinya
ketiga rumusan ini mempunyai keterkaitan
antara rumusan satu dengan rumusan lainnya
namun memiliki satu tujuar. yakni menegakkan
tertib hukur dan melindungi individu sehingga
terciptanya keseimbangan dan keserasian di dalam
masyarakat.

Penutup
1. Ada tiga ciri-ciri utama negara hukum:
a. Supremacy of Law atau Supremasi Hukum

Mer}empaﬂ(an hukum sebagai Panglima
sehingga hakkebebasan Seorang warga

* Ibid, h, 19,

. it i i John Kenedi:
Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia

terjamin oleh hukurm, artinya tidak seorang-
pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa
adanya dasar hukum atau tanpa ada hukum
yang dilanggar.

b. Equality Before The Law
Semua warga negara baik selaku pribadi
maupun pejabat negara sama kedudukannya
di di muka hukum dan tunduk pada hukum
yang sama serta diadili di pengadilan yang
sama. ;

c. Costitution Based on Individual Right

Sebagai negara hukum (Rechtsstaat) maka
segala sesuatunya didasarkan kepada hukum
bukan minduk kepada kekuasaan (machstaat),
karena hukum dibuat untuk melindungi
kepentingan warganya.

2. Dalam negara hukum (Rechtsstaat), kebijakan
kriminal (Criminal Policy) pada hakekatnya
merupakan bagian intagral dari upava per-
lindungan masyarakat (social defence) dan
sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat (social welfare), oleh karena itu
dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan
utama dari politik kriminal atau kebijakan
kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik
kriminal pada hakekatnya juga merupakan
bagian integra! dari politi¥: sosial.
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